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     Dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja (Multi Years) Pekerjaan Pembangunan Meuligoe Wali Nanggroe disebutkan bahwa pihak
pelaksana jasa konstruksi harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja
dan lampirannya. Dalam Pasal tersebut, disepakati waktu penyelesaian pekerjaan adalah selama 400 (empat ratus) hari kalender,
terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada tanggal 30 November 2010. Pada pelaksanaannya,
pelaksana jasa konstruksi melakukan wanprestasi dan belum menyelesaikan pekerjaannya sampai batas waktu yang ditentukan di
dalam kontrak, sehingga pelaksana jasa konstruksi menghadapi beberapa konsekuensi hukum atas wanprestasi tersebut.
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan penyebab dan bentuk-bentuk wanprestasi dari pelaksana jasa konstruksi,
sanksi yang didapatkan saat terjadinya wanprestasi, dan upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa  dalam
pekerjaan pembangunan Meuligoe Wali Nanggroe.
     Data yang diperlukan dalam skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan
dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, dan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui
hasil wawancara dengan responden, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi yang dilakukan pelaksana jasa konstruksi disebabkan pihak pelaksana jasa
konstruksi tidak memahami konsep jenis kontrak harga satuan, kurangnya koordinasi antara pelaksana jasa konstruksi dan
konsultan pengawas, dan terjadinya kenaikan harga barang, sehingga menimbulkan wanprestasi berupa keterlambatan dalam
menyelesaikan pekerjaan dan tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak. Sanksi yang didapatkan
dari wanprestasi tersebut adalah pelaksana jasa konstruksi dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pekerjaan konstruksi
untuk mempersiapkan bangunan yang belum terselesaikan, disusul dengan sanksi berupa pembayaran denda keterlambatan sebesar
1â€° (per seribu) dari nilai kontrak perhari. Penyerahan pertama pekerjaan atau Pree Hand Over (PHO) dilakukan pada tanggal 27
Desember 2012, sehingga denda keterlambatan yang harus dibayar adalah selama 361 hari. Penyelesaian sengketa dilakukan di luar
pengadilan dengan langkah Sit Meeting yaitu rapat lapangan yang diadakan dua minggu sekali, teguran secara lisan, surat
peringatan tertulis, dan addendum kontrak.
     Disarankan para pihak untuk memahami isi dan konsep jenis kontrak harga satuan, untuk menghindari perhitungan kembali yang
dituangkan dalam bentuk addendum kontrak, disarankan kepada pengguna jasa konstruksi untuk memasukkan perusahaan
pelaksana jasa konstruksi ke dalam daftar hitam rekanan (Black List), dan disarankan kepada kedua pihak untuk menyelesaikan
persengketaan melalui jalur pengadilan.  
